
 

 

 

PROVINSI JAWA BARAT 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR  145  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 69 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENYELENGGARAAN 

PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, ketentuan mengenai pinjaman dalam Peraturan 

Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penghapusan Piutang dan Utang pada Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama 

perlu diubah dan/atau disesuaikan;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penghapusan Piutang dan Utang pada Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Singaparna Medika Citra-

utama; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat (berita Negara Tahun 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Sumedang dengan mengubah Undang-

Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3821); 
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002  tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, penerapan ilmu 

pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009      Nomor 

144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5072); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3781); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005  tentang Alih 

Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan 

Pengembangan oleh Perguruan tinggi dan lembaga penelitian 

dan pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 43, tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4497); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 4 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4     Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Tasikmlaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lem-

baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016); 

18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penghapusan Piutang dan Utang         

pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Singaparna Medika Citrautama (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 79); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG 

PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAN UTANG PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT SINGAPARNA 

MEDIKA CITRAUTAMA. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penghapusan Piutang dan Utang Pada Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 69) dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal, 1 Nopember 2019 

BUPATI TASIKMALAYA, 

 

ttd 

 

ADE SUGIANTO 

Diundangkan di Singaparna  

pada tanggal, 1 Nopember 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA, 

 

   ttd 

 

IIN AMINUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 145 

 

 

 

 

 

 

 


